BAB VII

PENUTUP
VII.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keselamatan Kabupaten Tangerang yang

telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian masing-masing program pada
setiap pilar, diketahui bahwa penyelenggaraan program masing-masing pilar
dalam RUNK banyak program yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait
namun ada beberapa program dari pilar dalam RUNK yang belum terlaksana
ataupun belum terlaksana secara maksimal karena belum tahu dan paham
mengenai prosedur pelaksanaan. Berdasarkan hasil inventarisasi program-
program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2021-
2040 mencapai 72,45, dengan rincan pencapaian:

1) Pilar I sebesar  61,81%
2) Pilar IT sebesar  76,16%
3) Pilar III sebesar 73,17%
4) Pilar IV sebesar 53,98%
5) Pilar V sebesar  97,16%

b. Indeks Fatalitas Per Panjang Jalan Pada tahun 2018 mencapai angka 12,69%
pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai angka 15,72%, kemudian
pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi pada angka 18,74%, Selanjutnya
pada tahun 2021 mengalami penurunan pada angka 17,43% dan pada tahun
2022 mengalami kenaikan lagi pada angka 18,34%. Indeks fatalitas per
panjang jalan terjadi penurunan dan kenaikan dikarenakan pertumbuhan
jumlah kendaraan dan tingkat pertumbuhan lebar jalan tidak diikuti dengan
kesadaran masyarakat dalam berkendara, tetapi terjadi penurunan pada
tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 merupakan mas puncak covid-19
sehingga mobilitas masyarakat berkurang dan mengurangi tingkat fatalitas

pengendara.
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c. Indeks fatalitas per kendaraan terdaftar tiap tahunnya mengalami kenaikan.
Dari tahun 2018 yang semula mencapai angka 0,009% pada tahun 2019
mencapai angka 0,010%, kemudian pada tahun 2020 mencapai angka
0,012% dan pada tahun 2021 mencapai 0,012%.

d. Jumlah korban meninggal dunia berdasarkan kejadian kecelakaan tiap
tahunnya mengalami kenaikan. Diketahui berdasarkan data tahun 2018 ada
33,60%, di tahun 2019 menjadi angka 37,77%, Kemudian tingkat kecelakaan
pada tahun 2020 menjadi angka 53,45%, selanjutnya pada tahun 2021
57,67%, dan pada tahun 2022 menjadi 56,17%.

e. Identifikasi daerah rawan kecelakaan (DRK) menggunakan metode EAN.
Hasil analisis daerah rawan kecelakaan yang dilakukan pada seluruh ruas
jalan di Kabupaten Tangerang menggunakan metode EAN diperoleh 5 ruas
yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Berdasarkan metode
EAN / AEK terdapat 5 ruas jalan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan
kecelakaan. Penentuan titik kecelakaan (blackspot) dilakukan dengan
menggunakan metode cumulative summary (cussum) dipadukan dengan
EAN pada 5 ruas yang dipilih sebagai prioritas penanganan berdasarkan hasil
analisis dan rekomendasi dari tim magang Kabupaten Tangerang yaitu ruas
jalan serang km 35, ruas jalan raya cisoka adiyasa, ruas jalan tigaraksa, ruas

jalan raya kresek, dan ruas jalan raya cadas kukun.
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VII.2 Saran
Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di kabupaten tangerang

yaitu:

a. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama
terkait pembahasan mengenai 5 pilar keselamatan lalu lintas agar tiap-tiap
stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggung jawab
guna meningkatkan program-program keselamatan agar target RUNK dapat
tercapai.

b. Perlu adanya pelaksanaan terkait program-program RUNK yang belum
terlaksana serta mengoptimalkan program RUNK yang telah terlaksana.

c. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja
RUNK yang nantinya akan menjadi acuan untuk membentuk peningkatan
program-program keselamatan yang dinilai masih belum optimal.

d. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari
segi jalan, perlengkapan jalan, serta bahaya sisi jalan dan koordinasi terpadu
oleh 5 stakeholder pilar keselamatan dalam penanganan lokasi rawan
kecelakaan.

e. Peningkatan pencatatan data kejadian kecelakaan agar lebih lengkap dan
detail untuk memudahkan dalam melakukan analisis.

f. Perlu adanya penilaian secara kualitatif terhadap pencapaian indkator RUNK
yang lebih spesifik.

g. Identifikasi daerah rawan kecelakaan perlu dilakukan secara berkala sebagai
kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Sesuai dengan
rekomsndasi dari hasil analisis penanganan pada daerah rawan kecelakaan
yang diusulkan harus diterapkan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait
guna mengurangi atau menghilangkan daerah rawan kecelakaan.

h. Untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan perlu adanya koordinasi
yang baik perihal surat yang berkaitan dengan pengambilan data di beberapa

instansi.
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